BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Anak merupakan salah satu wujud karunia dari Tuhan yang agung dimana

kehadirannya paling dinanti bagi pasapgan suami istri sehingga sempurnalah

perkawinan yang dibina berdasarkai 80 Yang Maha Esa. Hakikatnya, dalam

kehidupan setiap anak mg

mengupayakan pg pmprehensif yang

dalam implementasinya terhadap kebebasan dan hak asasi anak. Dalam melakukan

pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, perlu adanya jerih payah usaha

! Raesa Astiti Putri, Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Orang Tua Angkat Dalam
Perkawinan Campuran Di Indonesia, (Jurnal Diponegoro Law Review Volume 5 Nomor 2 Tahun
2016).



dan tindakan dari selurun komponen masyarakat yang bersifat stimulan, karena
seyogianya peranan masyarakatlah yang mengetahui betul betapa pentingnya seorang
anak sebagai bunga bangsa di keesokan hari dan seterusnya. Adapun jika nanti anak
tersebut sudah matang dalam pertumbuhan fisik dan mental maka kelak tiba saatnya

diejawantahkan untuk menggantikan generasi-generasi yang sebelumnya.?

Tidak bisa dipungkiri, apafi perlindungan selalu berimplikasi

ersebut. Karena
sejatinya, persoalan mengenai kehidupan anak sudah barang tentu menjadi titik

sentral utama yang seringkali ditonjolkan guna menyadarkan pemerintah beserta

2 Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), HIm.1
¥ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2008), HIm. 9



masyarakatnya.*Diperlukan situasi dan kondisi yang ideal untuk melindungi hak-hak
anak Indonesia yang pada realitanya berada dalam suatu keprihatinan yang belum
mampu direalisasikan oleh negara kita Indonesia. Berbagai hasrat untuk menuju
kemajuan cenderung terus-menerus bersemi tanpa final dari berbagai pihak demi

perlindungan anak yang lebih kondusif.

Dewasa ini, berbagai peraé elibatkan anak-anak kini telah

Fakta menunjukkan dari waktu ke waktu pasti terjadi tindak kekerasan yang
dialami anak baik itu berada dalam lingkungan keluarga, taman bermain dan

masyarakat sekitar. Memang tak bisa terelakkan lekatnya stigmatisasi dalam anak

*Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), HIm.32.



sebagai manusia rawan telah menjelma berbagai bentuk yang menjadi sebab
terjadinya tindak kekerasan. Anak-anak rentan dipengaruhi dan didoktrin demi
kepentingan pribadi maupun sepihak. Tak heran jika banyak sekali anak-anak yang
menjadi korban ekploitasi seks, ekonomi, korban konflik atau peperangan,

diskriminasi rasial, trafficking, dan berpagai kejahatan yang lainnya. Mengapa

demikian, minimnya perhatian dan tage pa\vab dari sektor manapun yang kurang

intens dalam menanggu an tersebut yang sangat
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mengalami amand g gk lindungan Anak.
Jauh sebelum dikeluarkannya undang-undang perlindungan anak pemerintah sudah
memberlakukan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada tahun yang

sama pula juga berlaku UU Peradilan Anak. Namun sekali lagi apabila melihat

*Flabianus F. Alaman, “Pemenuhan Hak Mendapatkan Perlindungan Bagi Anak-Anak Pengungsi di
Indonesia Ditinjau Dari Konvensi Hak-Hak Anak” (Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015).



kehidupan yang ada di dalam masyarakat belum terealisasi secara keseluruhan.
Banyak dari masyarakat awam yang sukar atau bisa saja bersikap acuh tak acuh untuk
memahami Kinerja dan efisiensi dari hukum kesejahteraan dan perlindungan anak.
Memang keinginan tidak sesuai harapan, pemahaman masyarakat sangatlah kurang

dalam hal memahami hak dan kewajiban anak, kedudukan anak, pendidikan anak,

tanggungjawab dari orang tua 3 al yang bersangkut paut dengan

kesejahteraan anak.®

Arab sebel
terkutuk terhada yang sebagian
besar mempunyai anak perempuan
cenderung direndahkan dan tidak laik untuk hidup karena adanya suatu pandangan
miring yang seringkali menempatkan anak perempuan sebagai manusia lemah dan

hina. Ini sejatinya menjadi refleksi dari adab masyarakat Arab pra-Islam adanya

® Eny Kusdarini, “Perlindungan Anak Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Dan Generasi Penerus
Bangsa” (Jurnal Civics Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016).



gelagat untuk mendorong praktik jahiliyah yang laknat yakni pembunuhan anak

perempuan.’

Kedatangan Islam membawa kedamaian sebagai agama yang penuh dengan kasih
sayang (rahmatan lil alamin), untuk melanggengkan hidup anak-anak terlebih lagi

anak adalah makhluk istimewa yang tigak berdaya maka dari itu kiranya harus

dikasihi dan dilindungi. Tida R.juga menganjurkan agar selalu

semangat
realitas yang a
sebaliknya telah . ldealitas yang
diartikan sebagai norma atau pe yang bertugas untuk memahami

realita yang terjadi di masyarakat dan menggambarkan seperti apa adanya. Demikian

’ Hani Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, (Jurnal Al-Afkar Volume 1
Nomor 1 Januari 2018)



pula, lemahnya masyarakat dalam memahami efektivitas hukum kini tidak dapat

mengimbangi keseluruhan realitas yang demikian kompleks.

Fenomena kasus yang menyangkut anak kini sudah merambah kemana-mana
seolah-olah tiada hentinya dari tahun ke tahun. Kondisi semacam ini perlu diperkuat

lagi dari berbagai lini. Belum hilang dari igggatan kasus penelantaran anak yang terjadi

pada januari tahun 2012 yang [ae grang anak bernama Rafael (3,5

anak oleh orang tua yang tidak terungkap ke publik. Adapun Desa Banjartanggul
sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto telah

menjadi salah satu wilayah yang juga terjadi kasus penelantaran anak yang mana

8 Ardiansyah, “Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum
Indonesia”(Jurnal Legalitas Volume 7 Nomor 1 Edisi Juni 2015)



kelalaian orang tua dalam bertanggung jawab lemahnya kesadaran orang tua dalam
hal pemenuhan hak-hak anak terutama dalam penafkahan. Menilik lebih jauh lagi ada
cukup banyak kasus perlindungan anak yang masih terjadi di Desa Banjartanggul
yakni penelantaran anak dalam hal penafkahan, anak korban perceraian hingga

kurangnya tanggung jawab orang tua untuk memenuhi hak nafkah anak. Ini salah satu

bentuk nyata bahwa belum terpenyk ak-hak anak yang mana seharusnya

jai jaminan yang harus di

tertuang dalam P3

Undang No. 23 Tg

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan



dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang

berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”

Tanggung jawab agar dapat menyelanggarakan hak anak yang sudah tertanam
dalam sanubarinya yakni negara dan orang tua demikian pula tertera dalam pasal 20

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentgng Perlindungan Anak yaitu:

“Negara pemerja sang tua berkewajiban dan

tertarik ingin
mengkaji lebih da € ) ntuk menuang ke
dalam bentuk tulisan hukut , juds ukum Terhadap
Penelantaran Hak Nafkah Anak Oleh Orang Tua Di Desa Banjartanggul (Tinjauan

Hukum Islam Dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”



B. Rumusan Masalah

Agar terlihat lebih mudah dalam memahami permasalahan yang hendak
dikaji, serta lebih mudah juga dalam membahas masalah supaya lebih terarah secara
mendalam sehingga akan sesuai dengan sasaran yang tepat. Maka dari itu, rumusan

masalah diharapkan dapat memberikan argh pembahasan yang jelas sehingga tercipta

korelasi dengan masalah yang heg Dalam penelitian ini dapat

dirumuskan sebuah masalg

. tua di Desa

1. Untuk mend Desa
Banjartanggul Kecamatan Pungging Kabupateh Mojokerto dalam memenuhi hak
nafkah anak yang menjadi korban penelantaran orang tua dan memahami

perlindungan terhadap anak.



2. Menjelaskan mengenai bagaimana proses bentuk perlindungan hukum terhadap
penelantaran hak nafkah anak menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak.

3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hak nafkah

anak.

D. Manfaat Penelitian
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2. Praktis
a. Sebagai bahan penelitian dan peminat kajian atau studi kasus yang
bersangkutan dengan perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak dan
dapat dikembangkan dengan teori, konsep, dan penerapannya pada

penelitian berikutnya secara konstruktif.



. Sangat diharapkan semoga dapat mengembangkan pengetahuan, dan sebagai
rujukan untuk memecahkan sebuah masalah dalam lingkup perlindungan

hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran hak nafkah.

. Sebagai bahan referensi untuk mahasiswa selanjutnya.




